
PERTEMUAN 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
(2)



FAKTUR PAJAK (1)
Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 23, yg dimaksud dengan 
: 
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yg 
melakukan penyerahan BKP atau JKP

Faktur Pajak tdk perlu dibuat secara khusus atau berbeda dgn Faktur 
Penjualan. Faktur Pajak dpt berupa Faktur Penjualan atau dokumen ttt yg 
ditetapkan sbg Faktur Pajak oleh Dirjen Pajak

Fungsi Faktur Pajak :
1.Bukti Pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP / JKP, dan bagi 
Dirjen Bea Cukai atas Impor Barang
2.Bukti pembayaran PPN & PPn BM bagi PKP pembeli BKP / JKP  atau bagi 
yang mengimpor BKP
3.Sarana Pengkreditan Pajak Masukan
4.Dasar Pembuatan Nota Retur



FAKTUR PAJAK (2)
Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13, 
Ayat 1 : PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap : 
a.Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4 ayat 
(1) huruf a atau huruf f dan / atau Pasal 16 D. 
b.Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c
c.Ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf g, dan / atau
d.Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf h.



FAKTUR PAJAK (3)
Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 13, 
Ayat 1(a) : Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dibuat pada : 
a.Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
b.Saat penerimaan pembayaran dlm hal penerimaan 
pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau 
sebelum penyerahan JKP
c.Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan
d.Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Permenkeu.

Pd prinsipnya Faktur Pajak hrs dibuat pd saat Penyerahan atau 
pd saat Penerimaan Pembayaran dlm hal pembayaraan terjadi 
sebelum penyerahan. 



FAKTUR PAJAK (4)
Faktur Pajak terdiri dari :
1.FP Standar (termasuk Faktur Pajak Standar) 
2.FP Bagi PKP Pedagang Eceran
3.Dokumen Tertentu Yang Ditetapkan Sebagai Faktur Pajak 
Oleh Dirjen Pajak

FAKTUR PAJAK STANDAR
Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh 
Pengusaha Kena Pajak
Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar seperti yang diatur 
dalam PER-24/PJ/2012 Pasal 2 sama dengan UU PPN No 42 
Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1(a)
Hal – hal yg termuat dalam Faktur Pajak Standar seperti yang 
diatur dalam PER-24/PJ/2012 Pasal 5 sama dengan UU PPN 
No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5



FAKTUR PAJAK (4)
Faktur Pajak terdiri dari :
1.FP Standar (termasuk Faktur Pajak Standar) 
2.FP Bagi PKP Pedagang Eceran
3.Dokumen Tertentu Yang Ditetapkan Sebagai Faktur Pajak 
Oleh Dirjen Pajak

FAKTUR PAJAK STANDAR
Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh 
Pengusaha Kena Pajak
Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar seperti yang diatur 
dalam PER-24/PJ/2012 Pasal 2 sama dengan UU PPN No 42 
Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1(a)
Hal – hal yg termuat dalam Faktur Pajak Standar seperti yang 
diatur dalam PER-24/PJ/2012 Pasal 5 sama dengan UU PPN 
No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5



FAKTUR PAJAK (5)
Kelengkapan Faktur Pajak Standar diatur dgn 
PER-24/PJ/2012 Pasal 6 :
Ayat 1 : Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dlm Psl 5 wajib 
diisi scr lengkap, jelas & benar serta ditandatangani oleh PKP 
/ pejabat / pegawai yg ditunjuk oleh PKP utk 
menandatanganinya

Faktur Pajak yg tdk diisi scr lengkap, jelas & benar, tdk 
ditanda  tangani dan/atau ditandatangani menggunakan cap, 
dibuat melampaui batas yg ditentukan, dibuat oleh pengusaha 
yg blm / tidak dikukuhkan sbg PKP serta termasuk kesalahan 
dlm pengisian kode & nomor seri merupakan Faktur Pajak 
cacat



FAKTUR PAJAK (6)
Permintaan nomor Seri Faktur Pajak Standar diatur dgn SE–
20/PJ/2014 :
Ayat 1 : 
PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode 
dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Ayat 2 :
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 
a.2 (dua) digit Kode Transaksi;
b.1 (satu) digit Kode Status; dan
c.13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak



FAKTUR PAJAK (7)

Kode & Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Lampiran III PER-
24/PJ/2012 adalah sbb :

Keterangan :
1.Penulisan Kode & Nomor Seri Faktur Pajak hrs lengkap sesuai dgn banyaknya 
digit
2.Kode Faktur Pajak meliputi Kode Transaksi & Kode Status
3.Kode Faktur Pajak diisi sendiri oleh WP
 



FAKTUR PAJAK (8)
Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sbb :
-01 : Digunakan utk penyerahan BKP dan / atau JKP yg 
terutang PPN & PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yg 
melakukan penyerahan BKP dan / atau JKP. Kode ini 
digunakan dlm hal bukan merupakan jenis penyerahan 
sebagaimana dimaksud pd kode 04 s.d kode 09
-02 : Digunakan utk penyerahan BKP dan / atau JKP kpd 
Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yg PPN nya dipungut 
oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
-03 : Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kpd 
Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yg 
PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain 
Bendahara Pemerintah), seperti Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama Pengusahaan Minyak & Gas



FAKTUR PAJAK (9)
- 04 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yang 

menggunakan DPP Nilai Lain yg PPNnya dipungut oleh PKP 
Penjual yg melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP

- 05 : Kode ini tdk digunakan
- 06 : Digunakan utk penyerahan lainnya yg PPNnya di pungut 

oleh PKP Penjual yg melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, 
& penyerahan kpd OP pemegang paspor LN (turis asing) 
sebagaimana dimaksud dlm Psl 16E UU PPN

- 07 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yg mendapat 
fasilitas PPN Tdk Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)

- 08 : Digunakan utk penyerahan BKP dan/atau JKP yg mendpt 
fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN

- 09 : digunakan utk penyerahan Aktiva Pasal 16D yg PPN nya 
dipungut oleh PKP Penjual yg melakukan penyerahan BKP



FAKTUR PAJAK (10)
Contoh :

Kode & Nomor Seri Faktur Pajak tsb memiliki arti :
-Penyerahan yg terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh 
PKP penjual yg melakukan penyerahan BKP dan / atau JKP. 
Hal ini ditunjukkan dgn kode transaksi 01
-Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti). Hal 
ini ditunjukkan dgn kode Status 0
-Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur 
Pajak tahun 2013 nomor 1
-Nomor Seri 900-13.00000001 sesuai dgn nomor seri 
pemberian dari Dirjen Pajak

0 1 0 . 9 0 0 - 1 3 . 0 0 0 0 0 0 0 1



FAKTUR PAJAK (11)

Kode & Nomor Seri Faktur Pajak tsb memiliki arti :
-Penyerahan yg terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh 
PKP penjual yg melakukan penyerahan BKP dan / atau JKP. 
Hal ini ditunjukkan dgn kode transaksi 01
-Faktur Pajak Pengganti. Hal ini ditunjukkan dgn kode Status 
1
-Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur 
Pajak tahun 2013 nomor 1
-Nomor Seri 900-13.00000001 sesuai dgn nomor seri 
pemberian dari Dirjen Pajak

0 1 1 . 9 0 0 - 1 3 . 0 0 0 0 0 0 0 1

Contoh :



FAKTUR PAJAK (12)
DEFINISI FAKTUR PAJAK BAGI 

PKP PEDAGANG ECERAN

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-58/PJ./2000 Pasal 1 Ayat 
1 : PKP Pedagang Eceran yg selanjutnya disebut PKP PE adlh PKP yg 
dlm kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP 
dgn cara sbb :
1.Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko & kios atau 
langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat 
konsumen akhir lainnya
2.Dgn cara penjualan eceran yg dilakukan langsung kepada konsumen 
akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, 
kontrak, atau lelan
3.Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan scr 
tunai & penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung 
membawa BKP yang dibelinya



FAKTUR PAJAK (13)
Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2011 :
Pasal 1 :
Dokumen ttt yg kedudukannya dipersamakan dgn Faktur Pajak 
antara lain :
1.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yg tlh diberikan 
persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai 
2.Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yg dibuat / di 
keluarkan oleh BULOG/DOLOG utk penyaluran tepung terigu
3.Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yg dibuatkan / 
dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar 
Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak
4.Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh 
perusahaan telekomunikasi



FAKTUR PAJAK (14)

5. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik
6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan 

identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP, 
dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat 
Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti 
pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa 
nama, alamat dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor 
Barang Kena Pajak



FAKTUR PAJAK (15)

Berdasarkan Psl 4 ayat 1 PerMenKeu No. 151/PMK.03/2013 
Faktur Pajak berbentuk :
1.Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) yaitu Faktur Pajak yang 
dibuat secara elektronik sesuai PerDirJen Pajak mengenai 
tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, 
untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak
2.Faktur Pajak berbentuk Kertas (hardcopy) yaitu Faktur 
Pajak yg dibuat tdk scr elektronik berdasarkan PerDirJen 
Pajak utk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau 
penyerahan dan/atau ekspor JKP



FAKTUR PAJAK (15)

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak 
Berbentuk Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Jo. 
PER-31/PJ/2017

Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan 
Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik diatur dalam 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-136/PJ/2014



PAJAK MASUKAN & PAJAK KELUARAN

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 24, yang dimaksud dengan 
Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar 
oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan / atau 
JKP dan / atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar 
Daerah Pabean dan / atau pemanfaatan JKP dari luar daerah 
pabean dan / atau Impor BKP

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan 
Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, 
penyerahan JKP, Ekspor BKP berwujud, Ekspor BKP tidak 
berwujud dan / atau JKP



PENGKREDITAN PM (1)

Persyaratan umum PM dapat dikreditkan
1.Syarat Formal :
a.Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang 
diperlakukan sebagai FP standar;
b.Belum dilakukan pemeriksaan

2.Syarat Material
a.Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
b.Belum dibebankan sebagai biaya

UU PPN Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Pajak Masukan dalam 
suatu Masa Pajak dikreditkan dgn Pajak Keluaran dalam masa 
pajak yang sama



PENGKREDITAN PM (2)

UU PPN Pasal 9 ayat 2b menyatakan bahwa Pajak Masukan yang 
dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yg memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN Pasal 13 ayat 5 
dan ayat 9

UU PPN Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa Apabila dalam suatu 
masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, 
selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor 
oleh Pengusaha Kena Pajak

UU PPN Pasal 9 ayat 4 menyatakan bhw Apabila dlm suatu masa 
pajak, Pajak Masukan yg dpt dikreditkan lebih besar drpd Pajak 
Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yg 
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya



PENGKREDITAN PM (3)

INGAT
Jika 

PM > PK = Pajak Lebih bayar

Jika 

PM < PK = Pajak Kurang bayar



PENGKREDITAN PM (4)

CONTOH SOAL PENGKREDITAN PM
 

PT. Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini 
informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang 
dipungut selama 1 semester :
Januari 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 6.000.000
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 3.000.000
Februari 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 6.000.000
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 7.000.000
Maret 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp.   6.000.000
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 12.000.000



PENGKREDITAN PM (5)

April 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 5.500.000
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp.               0
Mei 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp. 10.960.000
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp.                 0
Juni 2014 :
Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP … Rp.                 0
Pajak keluaran yang telah dipungut …………….. Rp. 10.700.000

Berdasarkan informasi diatas, hitunglah besarnya Pajak Lebih 
Bayat atau Pajak Kurang Bayar PT. Mikita Cookies pada bulan 
Januari s.d Juni 2014



PENGKREDITAN PM (6)
Jawab :
Januari 2014 :
Pajak Keluaran :  Rp. 3.000.000
Pajak Masukan :  Rp. 6.000.000 _
PPN Lebih Bayar : (Rp. 3.000.000)

Februari 2014 :
Pajak Keluaran :  Rp. 7.000.000
Pajak Masukan :  Rp. 6.000.000 _
PPN Kurang Bayar :  Rp. 1.000.000
Kompensasi PPN LB Jan 2014 : (Rp. 3.000.000) _
PPN Lebih Bayar : (Rp. 2.000.000)



PENGKREDITAN PM (7)

Maret 2014 :
Pajak Keluaran :  Rp. 12.000.000
Pajak Masukan :  Rp.   6.000.000 _
PPN Kurang Bayar :  Rp.   6.000.000
Kompensasi PPN LB Feb 2014 : (Rp.   2.000.000) _
PPN Kurang Bayar :  Rp.   4.000.000

April 2014 :
Pajak Keluaran :  Rp.               0
Pajak Masukan :  Rp. 5.500.000 _
PPN Lebih Bayar : (Rp. 5.500.000) 



PENGKREDITAN PM (8)

Mei 2014 :
Pajak Keluaran : Rp.                   0
Pajak Masukan : Rp.   10.960.000 _
PPN Lebih Bayar : (Rp.  10.960.000)
Kompensasi PPN LB Mar 2014 : (Rp.    5.500.000) _
PPN Lebih Bayar : (Rp.  16.460.000)

Juni 2014 :
Pajak Keluaran : Rp.  10.700.000
Pajak Masukan : Rp.                  0 _
PPN Kurang Bayar : Rp.  10.700.000
Kompensasi PPN LB Mei 2014 : (Rp. 16.460.000) _
PPN Lebih Bayar : (Rp.   5.760.000)



PENGKREDITAN PM (9)

Berdasarkan UU PPN Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16B ayat 3, 
PAJAK MASUKAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN untuk 
pengeluaran sbb :
Pasal 9 ayat 8
Huruf (a) : Perolehan BKP / JKP sblm Pengusaha dikukuh- 
kan sbg PKP
Huruf (b) : Perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan usaha
Huruf (c) : Perolehan dan Pemeliharaan kendaraan bermotor 
jenis sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang 
dagangan atau disewakan.
Huruf (d) : Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau 
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum 
Pengusaha dikukuhkan sbg PKP



PENGKREDITAN PM (10)

Huruf (f) : Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 
5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP 
pembeli BKP atau penerima JKP
Huruf (g) : Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan 
JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi 
ketentuan UU PPN
Huruf (h) : Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya 
ditagih dengan penerbitan Ketetapan Pajak
Huruf (i) : Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak 
dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu 
dilakukan pemeriksaan
Huruf (j) : Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum 
Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 9 ayat 2a



PENGKREDITAN PM (11)

Pasal 16b ayat 3
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan / atau 
perolehan JKP yang atas penyerahaannya dibebaskan dari 
pengenaan PPN
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